BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH

DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri

Mengingat

Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, serta dalam rangka terwujudnya tertib administrasi,
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan belanja hibah dan
bantuan sosial, perlu menetapkan Perubahan Keempat atas
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo;

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan batas wilayah
kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran
Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6139);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);



Menetapkan :

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008
tentang Hibah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018;

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2008
seri E);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 38 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38
Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan
Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 38), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo
Nomor 80 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2018 Nomor 80), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal S5A ayat (5) diubah sehingga Pasal S5A
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1) Hibah  kepada Pemerintah  Pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan
kepada satuan kerja dari Kementerian/ Lembaga
Pemerintah non Kementerian yang wilayah kerjanya
berada di Kabupaten Sidoarjo.

(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan
kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



(3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan
dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan
dalam rangka meneruskan hibah yang diterima
Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan
kepada:

a. badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela
dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

b. badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial
yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang
diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur
atau Bupati/Walikota;

c. badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial
kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/
kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan  perkembangan
masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh
pemerintah pusat dan/ atau pemerintah daerah
melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan
instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat
daerah terkait sesuai dengan kewenangannya; dan

d. Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan memenuhi
kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
sesuai dengan kewenangannya.

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang
berbadan hukum perkumpulan yang telah
mendapatkan  pengesahan badan hukum dari
kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak
asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah sehingga Pasal 6berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Hibah  kepada  Pemerintah Pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan
dengan ketentuan:

a. Hibah dimaksud sebagai penerimaan negara;
dan/atau

b. hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau
penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai dari
APBN.



(2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lain dan Badan
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b
dan c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan
dengan persyaratan sebagai berikut :

a.

b.

g.

h.

telah dibentuk dengan akte notaris atau bentuk lain
yang diakui legalitasnya;

berkedudukan di wilayah Kabupaten Sidoarjo
dan/atau badan lembaga yang berkedudukan
di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo untuk
menunjang pencapaian sasaran program dan
kegiatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

memiliki surat keterangan domisili dari
lurah /kepala desa setempat;

memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang
diterbitkan oleh Bupati;

. memiliki sekretariat tetap di wilayah Kabupaten

Sidoarjo;

memiliki kepengurusan yang jelas di wilayah
Kabupaten Sidoarjo;

memiliki tanah yang sah apabila hibah yang
diajukan merupakan pekerjaan konstruksi; dan
memiliki rekening bank dan NPWP atas nama
lembaga/ organisasi dan nomor NIK ketua.

(4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan
dengan persyaratan sebagai berikut :

a.

b.
C.

telah dibentuk dengan akte notaris atau bentuk lain
yang diakui legalitasnya;

berkedudukan di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan pada
kementerian yang membidangi urusan hukum dan
hak asasi manusia, atau Surat Keterangan Terdaftar
(SKT) yang diterbitkan oleh Bupati sesuai peraturan
perundang-undangan;

memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/
Kepala Desa setempat;

. memiliki sekretariat tetap di wilayah Kabupaten

Sidoarjo;

memiliki kepengurusan yang jelas di wilayah
Kabupaten Sidoarjo;

memiliki tanah yang sah apabila hibah yang
diajukan merupakan pekerjaan konstruksi;

memiliki rekening bank dan NPWP atas nama
lembaga/ organisasi dan nomor NIK ketua.



3. Ketentuan Pasal 7 ayat (7) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Permohonan hibah disampaikan secara tertulis kepada
Bupati, berisi :

latar belakang;

maksud dan tujuan;

susunan pengelola dana hibah;

domisili;

bentuk kegiatan;

rincian kegiatan;

g. tanda tangan nama calon penerima hibah.

(2) Permohonan hibah selain dilakukan secara tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan
melalui aplikasi/sistem informasi yang ditentukan oleh
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo paling lambat tanggal
25 Februari tahun anggaran sebelumnya, dan apabila
bertepatan hari libur maka batas waktunya paling
lambat hari kerja pertama berikutnya.

(3) Permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak diperbolehkan untuk pengadaan lahan.

(4) Permohonan hibah yang diajukan oleh pemerintah
pusat dengan melampirkan surat pernyataan bahwa
usulan tersebut belum didanai dari Kementerian/
Kementerian Lembaga/ Pusat/ tidak ada di DIPPA
induknya.

(5) Terhadap permohonan hibah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan evaluasi oleh SKPD yang
membidangi.

(6) Evaluasi oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) bertujuan untuk :

a. mengetahui pemenuhan persyaratan administrasi
dan program/ kegiatan yang diusulkan beserta
besaran biayanya.

b. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal
dengan standar satuan harga yang berlaku di
lingkungan Pemerintah Daerah atau apabila
komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam
standar satuan harga, maka dapat menggunakan
harga pasar yang berlaku saat itu;

c. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan
dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan
dalam  pelaksanaan  kegiatan dengan  jenis
kegiatannya;

d. memastikan keberadaan badan, lembaga dan
organisasi kemasyarakatan yang mengajukan
usulan hibah (tidak fiktif);

e. memastikan domisili/alamat sekretariat (organisasi
kemasyarakatan) sebagaimana tercantum dalam
proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah;

e R0 T



f. meminta dokumen-dokumen pendukung yang

diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk calon
penerima hibah;

2. Foto copy  pengesahan badan hukum
kementerian hukum dan HAM,;

3. Foto copy dokumen pendirian/ pembentukan
organisasi kemasyarakatan atau penunjukan/
pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa

akta notaris/ keputusan
penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus
atau dokumen lainnya yang dapat
dipertanggungjawabkan;

4. Surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan
oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bagi
organisasi kemasyarakatan;

5. Foto copy bukti kepemilikan/penguasaan tanah
yang sah dan/ atau surat pernyataan tentang
kepemilikan tanah yang diketahui oleh Lurah
(apabila kegiatan yang diajukan merupakan
pekerjaan Konstruksi);

6. Foto copy Sertifikat Keahlian atau sekurang-
kurangnya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah
Menengah Kejuruan Jurusan Bangunan atau
sejenisnya dari yang menandatangani rencana
anggaran biaya apabila kegiatan yang diajukan
merupakan pekerjaan konstruksi;

7. Foto copy rekening bank dan NPWP atas nama
badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan
yang spesimennya pimpinan atas nama ketua
dan bendahara.

(7) Hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi
kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) huruf d, tidak dapat diberikan apabila kegiatan
yang akan dibiayai dengan dana hibah tersebut
merupakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam
rangka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

(8) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa
rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

(9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
setelah berkas usulan hibah diterima dan memenuhi
syarat.

(10) TAPD membahas permohonan hibah berdasarkan
rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan
daerah dengan batas maksimal sebesar rekomendasi
yang diberikan oleh Perangkat Daerah.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Juli 2019
BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,
ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 NOMOR 54

NOREG. PERBUP : 54 TAHUN 2019



